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Menimbang :

BUPATI SAMBAS,

batrwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 60/Permentan/SR.13AlL2l20l5 dan Peraturan

Gubernur Nomor 89 Tahun 2At5 tentang Kebutuhan dan Harga

Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor

Pertanian Tahun Angaran 2016 mengalnanatkan bahwa alokasi

pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut di Kabupaten/Kota

baik jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanannya ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perhr menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk

Selrtor Pertanian Tahun Anggaran 2OL6 di Kabupaten Sambas ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Dartlrat Nomlor 3 Tatrun 1953 tetrtang

Pemkrrturkan Daerah Tingkat II di lGlimantan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai

Undang:Uodmg $.emharan Negar,a Replr.btrik lndones'ia Tahtrn

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1320);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah {tr,embaran Blegara Republik Indonesia T*hun. 2014

Nomor 244, Tafrhahan Lembaran Nbgara Republik Indonesia

Nomor 5537) sebagaimana telah dua kali diubah, teralrtrir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang

Psuhahac Kdtra Atas Undang-uedaag Nbmcr 23 Takun 2*14

teratang Femerilrtah Daerall {Lembcan Negara Reprblik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nonror 56791;

b.



Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan

Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15

Tahun 2}ll tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai

Barang Dalam Pengawasan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

DAG/PER/612013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

28 lPerrnentan/SR. L3O I 5 I 2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk

Hayati dan Pembenahan Tanah;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

6o/Permentan/sR.3 10 / 12 I 2015 tentang Kebutuhan dan Harga

Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor

Pertanian Tahun Anggaran 2016;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 lKptsl OT.2LO I 4 l2OO3

tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan

Penggunaan Pupuk An- Organik;

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2015

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Untuk Tahun Anggaran 2016

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2OL6

Nomor 89);

Menetapkan

USfiITIISKA,IT:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN FIARGA

ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR

PERTANIAN DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 24L6.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.

5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas.

7. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Sambas.

8. Pupuk adalah Bahan Kimia atau Organisasi yang berperan dalam penyediaan

unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

4.

5.



g. Pupuk an - org€ulik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, frsika atau

biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

10. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan

dg[., I atau bagian hewan dadr^ I atau limbah organik lainnya yang telah melalui

proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan batran

mineral d66t / atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan

hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi

tanah.

11. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan

penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok

tani dan I ata,u petani disektor pertanian.

12. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per

Kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau dinas yang

membidangi sektor pertanian di Kabupaten-

13. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh

petani / keiompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

14. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang

ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pallgarr,

hortikultura, perkebuna.n, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan I atau

udang.

16. Petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan budidaya

tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.

17. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan

budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.

18. Peternak adalah peroranga-n warga negara indonesia yang mengusahakan

budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

19. Petambak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan

untuk budidaya ikan dan / atau udang dengan luasan tertentu.

20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an - organik dan pupuk

organik di dalam negeri.

21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan

dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan

produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan

lahan usatra tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang

dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitunga.n rencana

kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan

luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan

penarnbak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik

lokasi.
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12)

23- Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi

terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur

untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukan bagr petani, pekebun, peternak yang

mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak

dengan luasan maksimal 1 (satu) helrtar setiap musim tanam per keluarga.

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi

perusahaan tanaman parrgan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau

perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
KEBUTUFAN PUPUK BERSUBSIDI

Pa$aI 3

Kebutuhan pupuk krsubsidi dihitung $e$rai dengan aniuran pemupukan

berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangtcan usular kebutuhan yang

diadukan oleh Gabungan Kelompok Tarri (Gapolrtan) / Kelompok Tani melalui Balai

PenSruluhan Kecamatar: {'BPK} kepada Kepala Di*as.

Kebuttrhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat tU di rinci

menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan, seperti

tercantum pada Larapiran I, Lampira.n II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran

Vymg merutrrakan bagiffi tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati fu:i.

Kebtrttrhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Gabungan Kelompok Tarri I
Kelompok Tarri dan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Telcris {UPT) yang

membidangi Pertanian yeeg sclanlutrrya direlsapitulasi cleh Pengdola Balai

Pen5rr*luhe* Kecamat*n (EPt$ derr diketahtri otreh Camat seternpat.

Kepala UPf sebagaimana dimaksud ayat (3) Elersama Perrgelola BPK urajib

melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dan / atau kemampuan

penyerapan pupuk ditingkat petarri di wilayahnya.

Pasal 4

Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Kecanr;.atan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), terjadi kekurangan dapat di penuhi melalui

realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.

Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh

Kepala Dinas.

(1)
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(3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan tidak

mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah

bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan / atau dari alokasi

bulan sebelumnya dan I atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak

melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PEI{YALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

hrpuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an

- organik dan pupuk organik yang diproduksi dan I ata:u diadakan oleh produsen.

Pasal 6

pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan dalam empat (4)

lini yaitu :

a. Lini Satu adalah Lokasi Gudang Pupuk di Wilayah Pabrik dari masing - masing

Produsen atau di wilayah Pelabuhan T\rjuan untuk Pupuk Impor.

b. Lini Dua adalah Lokasi Gudang Produsen di Wilayah lbukota Propinsi dan Unit

Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar Wilayah Pelabuhan.

c. Lini Tiga adalah Lokasi Gudang Produsen dan / atau Distributor di Wilayah

Kabupaten / Kota yang ditunjuk / ditetapkan oleh Produsen'

d. Lini Empat adalah Lokasi Gudang atau Kios Pengecer di Wilayah Kecamatan dan /
atau Desa yang ditunjuk / ditetapkan oleh Distributor.

Pasal 7

(1) Penyaluran pupuk ber*ubsidi urrtuk sektor p€rtarda,rr oleh pe-nyatrtrr di Lini Empat

ke petard atau kelompok tani diatur sehagai ffiut :

a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini Empat berdasarkan RDI(K

sesuai dengan *ilayah tanggung jawabnya.

b. Perryaluran prtpuk sebqaimana dimaksrrd 1xada huruf a memperhatikan

kebutuhan kelornpak tani dan atrokasi dirnasing-masing wilayah.

c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip

5 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat m.utu.

t2) Unttrk kelmearan penyahrran puptlk bcrsrbsidi di Lini Emtrmt ke petani atau

kelomp*k ttarri sebagaimana dimalcsud pada ayat (tr), kryala UPT Binas dan

Fengelola BPK melakukan pendataan RDKK di wila5rahn5ra, sebagai dasar

pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana

dimaksud dalan pasal 3 ryat t2)"

(3I Optiuralisasi pmranhatan pupuk bersubsidi ditingkat petani / kelompok tani

dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupulcan berimbang, spesifik

lokasi oleh penyuluh.
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pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini Empat ke petani sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai

satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penyalur di Lini Tiga dan

penyalur di Lini Empat wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat

dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung

jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal4 produsen berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 9

Penyalur di Lini Empat yang di tunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai

HET.

HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:

(1)

l2l

a.

b.

Pupuk Urea

Pupuk SP36

c. Pupuk ZA

d. Pupuk NPK

e. Rrpuk Organik

= Rp. 1.80O,- per t<g;

= Rp. 2"OOO,- per kg;

= Rp. 1.400,- per kg;

= Rp. 2.30O,- per kg;

= Rp. sff!,- Per kg;

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, dan petambak di Lini

Empat secara tunai dalam kemasan pupuk urea 5O kg, pupuk SP-36 50 kg, pupuk

zA 50 kg, pupuk NPK 50 kg atau 20 kg dan pupuk organik 4o kg atau 2o kg.

Pasal 1O

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) harus

diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah

hilang/terhapus, yang bertuliskan : Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang Dalam

Pengawasan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 1 1

Produsen wqjib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini Satu sampai Lini Empat sebagaimana diatur

dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi untuk sektor pertanian.



(1)

Pasal 12

KP3 Kabupaten urajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

pen}ralurarr, penggunaan dan harga pr"rpuk bersubsidi rli rviiayahn3''a'

KP3 Kabupaten eialam melaksanakan tugasnYa ditrantu oleh pen3"uluh'

Pasal 13

KP3 Kabupaten menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk

bersubsidi di wiiayah kerjanya kepada Bupati'

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan rnengenai teknis pelaksanaan Feraturan Bupati ini, ditetapkan lei:lh lanjut

dengan Keputusan Bupati.

Pasai 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agal setiap orang mengetahuin3i"a, merterintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini cienga:r penempatannya daiam Rerita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan r1i Sambas
pad.a tanggal 29 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan cli Sambas
pada tanggal 29 I)esember 2015

StrKRETARIS I]AtrRAH KABUPATtrN SAMBAS

TTD

ARLIZEN AB

BERITA DAERAH I{ABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 55

Salinan Sesuai L)engan Asiinl,a
KtrPAIA BAG1AN HLTKUM

MARIANiS
bina (IVla)

{21

NIP. 196.+0112 200003 1 003

DAN
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